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PERPUSTAKAAN NASIONAL R.I.

KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 110 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGEMBANGAN 
TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN 
PERPUSTAKAAN NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:
a.
bahwa untuk mendukung pengelolaan arsip secara efektif dan efisien di lingkungan Perpustakaan Nasional perlu adanya pengembangan tata naskah dinas elektronik;



b.
bahwa untuk melaksanakan pengembangan tata naskah dinas elektronik, perlu dibentuk panitia pelaksana kegiatan pengembangan tata naskah dinas elektronik;



c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengembangan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Perpustakaan Nasional;
Mengingat

:
1.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);



2.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);



3.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);



4.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);



5. 
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);



6.
Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah  dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan 
:
KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGEMBANGAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL.
KESATU
:
Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pengembangan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut Panitia Pelaksana Kegiatan Pengembangan Tata Naskah Dinas Elektronik, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: 
Pengarah 
: 
Kepala Perpustakaan Nasional 
Penanggung Jawab
:   Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional
Ketua
:
Kepala Biro Umum 
Wakil Ketua
:
Kepala Bagian Tata Usaha
Sekretaris 
:
Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Kearsipan
Anggota
:
1.
Kepala Subbagian Tata Usaha 



Deputi I;


2.
Kepala Subbagian Tata Usaha 



Deputi II;



3.
Kepala Subbidang Otomasi;


4.
Rudy Andrian;


5.
Dhian Prasetya;


6.
Ayat Hidayat;


7.
Septya Dewi Mayasari;


8.
Ikhda Yudistina Melani;


9.
Panji Nugraha;


10.
Erna Purwanti;


11.
Dindin Hasanudin; dan


12.
Andy Wahyudi.
KEDUA
:
Panitia Pelaksana Kegiatan Pengembangan Tata Naskah Dinas Elektronik mempunyai tugas sebagai berikut:

1. 
menyusun kerangka acuan kegiatan.
2. 
melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal terkait persiapan dan pelaksanaan.
3. 
melaporkan progres kegiatan secara berkala kepada atasan masing-masing unit kerja.
4. 
menyusun laporan kegiatan.
KETIGA
:
Biaya untuk pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Pengembangan Tata Naskah Dinas Elektronik dibebankan pada Anggaran Perpustakaan Nasional.

KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 April 2019
KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD SYARIF BANDO

